ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang imigran ilegal pemilik KTP palsu
yang ada di Indonesia dengan fokus pada kebijakan keimigrasian dan
kependudukan. Karena pada penerapannya kurang sesuai dengan Undang-
Undang yang berlaku serta pada kebijakan keimigrasian dan kependudukan.
Rumusan masalah dalam penellitian ini, bagaimana kedudukan hukum
imigran ilegal pemilik dokumen kependudukan menurut kebijakan
kependudukan di Indonesia serta bagaimana penegakan hukum tehadap
imigran ilegal pemilik KTP palsu berdasarkan keimigrasian di Indonesia.
Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dampak penggunaan data palsu
dalam proses imigrasi ilegal baik dari kebijakan kependudukan dan
bagaimana hal ini memengaruhi kebijakan pengendalian imigrasi. Metode
penelitian ini menggunakan legal research (normatif). Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa kedudukan hukum imigran ilegal yang menggunakan
dokumen kependudukan palsu di Indonesia mengacu pada Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan
melanggar hukum serta mengancam keamanan negara, dan merusak
admisitrasi kependudukan. Meskipun sanksi dalam Undang-Undang
kependudukan belum jelas bagi imigran ilegal mereka dapat dijerat pasal
pemalsuan. Kendala penegakan hukum masih tedapat kekurangan pada
pemahaman masyarakat dan ketidakjelasan regulasi terutama terkait
penggunaan dokumen kependudukan palsu.

Kata Kunci : Imigran ilegal, Kebijakan Keimigrasian, Kebijakan
Kependudukan
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ABSTRACT

This research examines illegal immigrants in Indonesia who possess
counterfeit identity cards (KTP), focusing on immigration and population
policies. The study highlights inconsistencies in the implementation of these
policies with prevailing laws. The research questions addressed are: (1)
What is the legal standing of illegal immigrants possessing population
documents according to population policies in Indonesia? and (2) How is
law enforcement against illegal immigrants holding counterfeit identity
cards carried out based on immigration regulations in Indonesia? The aim
of this research is to identify the impact of using false data in the illegal
immigration process from the perspective of population policies and how
this affects immigration control policies. This research employs a legal
research (normative) method. The findings indicate that the legal standing
of illegal immigrants using counterfeit population documents in Indonesia
is governed by Law Number 24 of 2013 and Law Number 6 of 2011, which
they violate, thereby threatening national security and undermining
population administration. Although specific sanctions for illegal
immigrants are not explicitly stated in population laws, they can be charged
under forgery provisions. Challenges in law enforcement include a lack of
public understanding and unclear regulations, particularly concerning the
use of counterfeit population documents.
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